
 

 
 
 
 
 

BUPATI HULU SUNGAI UTARA 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 
 

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA 

NOMOR 10 TAHUN 2017 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS  

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA 
NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG  

TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN, PENYALURAN  
DAN PENGGUNAAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA 

DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  

TAHUN ANGGARAN 2017 
 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI HULU SUNGAI UTARA, 
 

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pada 
syarat penyaluran Dana Desa dan setelah dilakukan 
harmonisasi dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, 
Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi 

Dana Desa, maka perlu melakukan perubahan atas 
Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 
2017 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan, 

Penyaluran dan Penggunaan Rincian Dana Desa setiap 
Desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 
2017; 

 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan kembali 
Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara tentang Perubahan 
atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 2 

Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan, 
Penyaluran dan Penggunaan Rincian Dana Desa Setiap 

Desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 
2017; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt Tahun 1953 

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 
Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

SALINAN 
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Perubahan atas Peraturan Bupati HSU Tahun 2017 Nomor 2 
ttg Pembagian dan Penyaluran Dana Desa Tahun 2017 

Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1820); 
 
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara  Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara  Republik Indonesia Nomor 5679); 
 
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 
Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5948); 

 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014  Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), 

sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 
6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 

 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana 

diubah beberapakali terakhir dengan dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 8Tahun 2016 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 

2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, 
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Perubahan atas Peraturan Bupati HSU Tahun 2017 Nomor 2 
ttg Pembagian dan Penyaluran Dana Desa Tahun 2017 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5864); 
 
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016  tentang 

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 253); 
 
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 

tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa  (Berita 
Negara  Republik Indonesia Tahun 2014  Nomor 2091); 

 
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa  (Berita Negara  

Republik Indonesia Tahun 2014  Nomor 2093); 
 
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 

tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara  
Republik Indonesia Tahun 2014  Nomor 2094);  

 
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal 
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158); 

 
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 
tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme 
Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159); 
 

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 
tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan 

Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 161); 

 

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 

tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 
Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 1883); 

 
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 

tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, 
Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

478); 
 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor  

15 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 
Nomor 15); 
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Perubahan atas Peraturan Bupati HSU Tahun 2017 Nomor 2 
ttg Pembagian dan Penyaluran Dana Desa Tahun 2017 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor   

12 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 
2016 Nomor 12); 

19. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 36 Tahun 
2014 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa 

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai 
Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara 
Tahun 2014 Nomor 36); 

 
20. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 

2015 tentang Kewenangan Desa Dalam Penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah 

Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015 Nomor 14); 
 

21. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 11 Tahun 

2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan 
Petunjuk Teknis Perencanaan, Perubahan, Pelaksanaan 

dan Pertangung jawaban Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu 

Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 11); 
 
22. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 77 Tahun 

2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah 

Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 77); 
 
23. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 45 Tahun 

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 
Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu 
Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai 
Utara Tahun 2016 Nomor 45); 

 
24. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 

2017 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan, 

Penyaluran dan Penggunaan Rincian Dana Desa Setiap 
Desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 

2017 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara 
Tahun 2017 Nomor 2); 

 

Memperhatikan  : Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor: 140/045/DPMD/ 

2017, Tanggal 07 Februari 2017, Perihal: Mohon diterbitkan 
Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara; 
 

 
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG 

TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN, PENYALURAN DAN 
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Perubahan atas Peraturan Bupati HSU Tahun 2017 Nomor 2 
ttg Pembagian dan Penyaluran Dana Desa Tahun 2017 

PENGGUNAAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI 

KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN ANGGARAN 
2017. 

 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 
2017 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan, Penyaluran dan Penggunaan 
Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 

Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 
2), diubah sebagai berikut: 

 
1. Ketentuan Pasal 8 ayat (4), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) diubah, 

selengkapnya Pasal 8 berbunyi sebagai berikut: 

 
“Pasal 8 

 

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari 
Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa. 

 
(2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas 

Umum Desa dilakukan  paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana 

Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan 
penyaluran telah dipenuhi. 

 

(3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap: 
a. tahap I  pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan 

b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus). 
 
(4) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa 

menyampaikan: 
1) peraturan desa mengenai APBDesa tahun bersangkutan; 

2) laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; 

kepada Bupati melalui camat paling lambat minggu kedua bulan 
Februari. 

 
(5) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa 

menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I yang 

menunjukkan paling kurang Dana Desa Tahap I telah digunakan sebesar 
50% (limapuluh per seratus) kepada Bupati melalui Camat paling lambat 

minggu kedua bulan Juli. 
 

(6) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disampaikan 

oleh Kepala Desa melalui Camat untuk evaluasi dan verifikasi oleh Camat 
sesuai ketentuan peraturan yang berlaku kepada Bupati c.q. Dinas PMD. 
 

(7) Hasil evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6)  
disampaikan dan direkomendasikan oleh Dinas PMD kepada Kepala 

BPKAD untuk mendapat persetujuan penyaluran dan pencairan dana 
(SP2D). 
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Perubahan atas Peraturan Bupati HSU Tahun 2017 Nomor 2 
ttg Pembagian dan Penyaluran Dana Desa Tahun 2017 

(8) Pencairan Dana Desa oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa pada Bank 

yang ditunjuk harus menunjukan surat rekomendasi Camat sesuai 
kebutuhan dana dalam pelaksanaan kegiatan/pekerjaan.” 

 

 
2. Ketentuan Pasal 16 ayat (1), diubah, selengkapnya Pasal 16 berbunyi 

sebagai berikut: 
 

“Pasal 16 

 
(1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal: 

a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 8 ayat (4) dan ayat (5); 

b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih 

dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau 
c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah. 

 

(2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun 

anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran 
sebelumnya. 

 

(3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih 
besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, 
penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan. 

 
(4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa di RKD tahun 
anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa 
Dana Desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) 

dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya. 
 

(5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di 
RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh 
persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap 
II.” 

 

3. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), diubah, selengkapnya Pasal 17 
berbunyi sebagai berikut: 

 
“Pasal 17 

 

(1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal: 
a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a 

telah diterima; dan 
b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah. 

 

(2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 16 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan Nopember 
tahun anggaran berjalan, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD 

dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUD. 
 

(3) Bupati memberitahukan kepada kepala Desa yang bersangkutan 
mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana 
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Perubahan atas Peraturan Bupati HSU Tahun 2017 Nomor 2 
ttg Pembagian dan Penyaluran Dana Desa Tahun 2017 

dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya akhir bulan Nopember 

tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan 
APBDesa tahun anggaran berikutnya.” 

 

 
Pasal II 

 
Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai 

Utara. 
 

 
Ditetapkan di Amuntai 
pada tanggal  3 April 2017 

BUPATI HULU SUNGAI UTARA, 
 

           CAP/TTD 
 
     H. ABDUL WAHID HK 

Diundangkan di Amuntai 
pada tanggal  3 April 2017 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN 
HULU SUNGAI UTARA, 

 
        CAP/TTD 
 

H. EDDYAN NOOR IDUR 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA 

TAHUN 2017 NOMOR 10. 
 

 

 


